BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



"”'unsur penunjang urusan pemermtahan yang men]adl*‘ o
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MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI- BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING, ' TUGAS, FUNGSI,

~ DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA BADAN"

: Kabupaten Bengkahs

PENGELOLAAN KEUANGAN ~DAN ASET KABUPATEN o
BENGKALIS. ‘ g : - L

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Bupatl 1m yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

'Bupatl adalah Bupatl Bengkahs

Badan - adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

"':Kepala adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
L Daerah Kabupaten Bengkahs L 4 _ L e

Sekretarlat adalah Sekretarlat Badan PengelOIaan Keuangan'v
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkahs S LA e

' Sekretans adalah Sekreta1 is Badan Pengelolaan Keuangan dan L
Aset Daerah Kabupaten Bengkahs : :

- BABII
'KFDUDUKAN

Pasal 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan :

[ kewcnangan daer ah

adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaumana‘ e
} dimaksud - pada ayat . (1) berkedudukan dibawah dan"
,-Vbertanggung]awab kepada Bupau melalul Sekretans Daerah. s




s BABII

' SUSUNAN ORGANISASI

" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1

 Pasal3

o (1) S)‘usunanf,f()irgéhisa‘s'ii"“Ba’dan ‘-iPéyr\lgelo‘l-aairil» Keuangan .dan

Daerah, terdiri dari: - -
e a.:rKepél‘a;.j[:'i :
" b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Silb-Bagiari‘PenyiJsunar_i ‘Pr('v)'gfam;ﬂ ey
~-2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
. 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
~‘c. Bidang Anggaran, terdiri dari: *

1) Sub Bidang Anggaranl; .

"~ '2) Sub Bidang Anggaran II; dan
- 3) Sub Bidang Anggaran Il .-

4 Btang Pesbendaareas, tordicidart: <
! 1) Sub Bldang Péneﬁﬁiaan Kas Déer'éh;* :
.- 2) Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah; dan.
~ 3) Sub Bidang Manajemen Kas Daerah. =~
e BldangAkunlan31 dmi'Pélépdrah,'terdiﬁ dari:
"1)'Sub Bldang Ak'unt‘ansikyl; At B
-~ 2) Sub Bidang Akuntansill; dan - .
. 3) Sub Bidang Akuntansi II. = ‘

f. Bidang Aset, terdiri dari:

. Pemeliharann; -

’ f:rl) SubBldzmg Anahsa o chijtiihéii‘:" ‘dan Perenc_:éhéléfrf

~ 2) Sub Bidang P_e_ngar‘nanan“dan' Pemeliharaan Aset; dan

L 3) Sub Bidang Penatausahaa’nfd'a’n-Pcnghapusa’n Aset.
g Kelompok Jabwtan fling'sior'lbal': fee

'_ASet‘ :

o @ Bagaﬁﬁsusu‘nan‘ ')rganlsamBadanPengelolaan Keuéhgan dan Aset

" Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan

o baglan tidak ,ter]wiéallkah dalam Pe»ra‘turan:ir‘;i.‘__ =

. TUGAS DAN I'JNGSI SERTA URAIAN TUGAS

. BagianKesatu
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(1)

@

by ;’ ';‘_’;e‘.‘“ pelaksanaan fungs1 lam yang d1ber1kar1 oleh bupatl

| '4'

KEPALA'
Pasal 4 o

Kepala mempunyai tugas membantu Bupatl melaksanakan urusan
penunjang - pemerintahan  yang men_]adl : kewenangan daerah '.

dibidang pengelolaan keuangan dan aset

Kepala dala:n pel'xksanaan tugas scbagalmana dlmaksud pada ayat -
(1) menyelenggarakan fung51 ’ : : s R

a. 'penyelenggaraan perumusan kebljakan koordmas1 fasilitasi,
pemantauan evalua51 dan pelaporan pengelolaan keuangan dan»
asct : : o \ _

b '-pelaksanaan tugas fung31 Bendahara Umum Daerah (BUD) dan o s

, PeJabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), g

c: pelaksanaan pengelola kekayaan daerah

‘d." Vpelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gant1 rug1
.’(TPTGR), dan = o o S o S :

| ekt *

'_:Z*f SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretarlat mempunyal tugas memlmpln mengkoordlnasxkan dan Gl
mengendahkan - tugas- tugas  dibidang - pengelolaan, pelayanan_:‘-"v o ‘
s 'kesekretanatan yang.® mellputl pengkoordmasmn perencanaan, St

~ “penyusunan program ‘dan = anggaran, pengelolaan keuangan, e

x "“-“‘perlengkapan umum dan kepegawalan

v

Sekretarlat dalam melaksanakan tugas " sebagaimana dimaksud

o pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program evalua31 dan pelaporan,

g b 'pelaksanaan admlmstram kepegawalan dan rumah tangga G

k Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

lc'.f :pelaksanaan adrmrustram keuangan dan perlengkapan sertak :

- penataan aset

PR d.;fpelaksanaan ‘urusan ~ surat menyurat, kearsipan . dan-

N dokumenta31 dan hubungan masyarakat

e pelaksanaan urusan orgamsa& dan hubungan masyarakat




T

f

5.

pelaksanaan pengkoord1nas1an penyelenggaraan tugas-tugas
Bldang, dan : ‘ :

g pelaksanaan tugas-—tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala - .

(3) Susunan Organlsa31 Sekretarlat terd1r1 dar1

| a. Sub Baglan Penyusunan Program
i b. ' Sub Bagian Umum dan Kepegawalan, dan

C.

Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

" Pasal 6

(1) Sub Bagian "Penyusurlan Program mempunyal tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petun_]uk teknis

serta layanan dlbldang penyusunan program sesuai dengan-

h 'ketentuan yang berlal

@

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

ra.s

merencanakan keglatan Sub Baglan Penyusunan Program i
) berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya dan'sumber -data 3
yang ada sebagai” bahan untuk mclaksanakan keglatan sesuar -
. dengan peraturan perundang—undangan yang telah dltetapkan :

_.'menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang-undangan :

- kebijakan ‘teknis, pedoman dan petunjuk’ teknis serta bahan—. SRR

' bahan’ 1a1nnya ‘yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan" o
Penyusunan Program - ol '

* mencari, mengumplﬂkan menghlmpun mensmtematlsaSIkan‘ Tl
dan mengolah data serta menganahsa data ‘dan informasi yang &
‘berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program = S
sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan
ianggaran keglatan ) . FLOEINS L

7 '»mengmventansw o permasalahan permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Programk e
serta ’ menylapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan N ]

' masalah

: melakukan koordmam dan smgkromsam keglatan dengan Bldang :

dan satuan kerja perangkat daerah terkalt la1nnya,

"_mengkoordlmr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja .
Tahunan/ RKT  Dinas, Arah Kebljakan Umum (AKU) Rencana-}'
S Kerja ‘Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA" SKPD) dan:
. Laporan  Pertanggung ‘Jawaban  (LPJ),  serta Laporanf

L Akuntab111tas I\mer_]a Instan31 Pemerlntah (LAKIP), ;




S menylapkan bahan penyusunan kebuaksanaan pedoman dan L‘A:“"i}

petunjuk teknis dlbldang penyusunan program

melakukan koord1nas1 dan Lonsulta31 dengan 1nstansx ‘terkait
' _dalam rangka penmgkatan pengelolaan urusan penyusunan S

R program, perencanaan dan anggaran ‘

L DPA;

- mengupayakan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah

. ‘melakukan koordmam dan 31ngkromsa31 keglatan antara}; o ‘
- aparatur dan pubhk untuk menghmdan ter_;adlnya duphkam S

-ykeglatan
'7._ " 'menghlmpun dan menylapkan 'RKA 'Serta mengkdbrdinir"
proses pembahasan dengan mstan31 terkalt sampal men‘]adl\“

. vmenyusun kelengkapan admlmstrasr guna melaksanakan
o kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasmnal penun_]ukan*} S
' pejabat: pelaksana teknls keglatan dan dokumen kontrak dan - s
menylapkan rev131 (perubahan) DPA = : e

i - ‘guna = menampung . ~usulan’ program pembangunanﬁ yang ‘, :

; m. imemberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretarls tentang o
langkah langkah atau tmdakan yang perlu d1amb11 dlbldang R
tugasnya ' : : SR e - : ~ o

o : mendesak yang tldak dlrencanakan sebelumnya,

. ‘membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Penyusunan o

Program sesua1 dengan data yang ada’ berdasarkan keglatan "

yang telah dllakukan untul’ d1pergunakan sebagal bahan ':j'

W

' ,_masukan bagl atasan; dan -

). - melaksanakan tugas lam yang dlberlkan oleh Sekretarls ba1k
S .;"secara tertulis ‘maupun lisan . sesuai dengan bidang_ tugasnya =8
*dalarn rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretarlat

Pasal 7

Sub Baglan Urnum dan Kepegawa1an mempunyaJ tugas menylapkan:i
" bahan-bahan blmbmgan kebijakan, ‘pedoman; ‘dan petunjuk teknis .

:Y',_serta layanan dibidang - umum dan kepegawalan sesua1 dengan'*: R
kctentuan yang berlaku : i

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

> a merencanakan keglatan Sub Baglan Umum dan Kepegawalanfff:""‘

_v"berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya dan sumbcr data
- yang. ada sebagal bahan untuk melaksanakan keglatan sesua1 o
i "idenga ':peraturan pcrundang-undangan yang telah dltetapkan, :




. berhubungan dengan tugas Sub Baglan Umum dan Kepegawaian
~ serta menylapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan" '
-masalah, T : :

| berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

' keglatan

' sesua1 dengan kepentmgan dan permasalahannya,

menehtl usulan permmtaan forma31 pegawa1 lmgkup badan dan ‘
K menylapkan konsep petun_]uk penyusunan forma31 pegawa1 e
‘pegawal sebagai perencanaan kebutuhan pegaweu sesua1 dengan’ - A
: ,kebutuhan dmas, RN : : L
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menghlmpun dan mempelajari peraturan pcrundang—undangan
kebljakan teknis, pedoman dan petun_]uk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglank
Umum dan Kepegawalan, i »

mencarl, ' mcngumpulkan, mcnghlmpun, mensistematisasikan
dan mengolah ‘data serta menganahsa data dan informasi yang:-

sebagal kerangka 'acuan/ pedoman pcnyusunan rencana

eng1nventar1s1r e permasalahan permasalahan o ‘yang o

mengarahkan dan mendlstrlbu51kan surat masuk dan keluar L

engatur urusan rumah tangga dmas menata kemdahan dan
keber31han kantor, serta keamanan hngkungan kantor; L

'melakukan pengelolaan perpustakaan, kear31pan badan dan
' ‘melakukan pendokumenta31an keglatan dmas, :

' melakukan tugas dlbldang orgamsam dan tatalaksanav se rta . IRUEEY
: hubungan masyarakat o

memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris ten't‘ang‘ o
ek langkah langkah atau tmdakan yang perlu dlambll dlbldang |
',,.',tugasnYa, i A e : i

membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Umum dan R
Kepegawalan sesuai dengan data yang ada berdasarkan keglatan 'f_-*-; o

- yang telah dllakukan untuk dlpergunakan sebagal bahan

" masukan bag1 atasan; dan

4 melaksanakan tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Sekretaris - ba1k i
v‘secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya g
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. BRI




m‘.‘

Pasal 8

(1) Sub Bag1an Keuangan dan Pexlengkapan mempunya1 tugas‘ SR |
menylapkan ‘bahan-bahan blmbmgan, kebijakan, pedoman, dan .
petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan, S
-sesuai. dengan ketentuan yang berlal\u e

(2) Uralan ’l‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

o a. merencanakan keglatan Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan"'
o berdasarkan data keglatan tahun’ sebelumnya dan sumber datab. i
yang’ ada sebagal bahan untulx melaksanakan kegiatan sesuai = . i

dengan peraturan perundang undangan yang telah dltetapkan,

b. menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang undangan G
~ kebijakan - tekms pedoman dan petunjuk teknis serta bahan—]‘
. bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan SR
"Keuangan dan Perlengkapan ‘ N S e

.c ‘mencan mengumpulkan menghlmpun men51stematlsa51kan o ‘
"“dan mengolah data serta’ menganahsa data’ dan informasi yangi';;_' e
berhubungan dengan tugas Sub Baglan Keuangan ‘dan
N Perlengkapan sebagal kerangha acuan/ pedoman penyusunan SR
T f;rencana keglatan S R SRR Vi

. meng1nventar1s1r 7: permasalahan perrnasalahan . ¢ yang
jberhubungan dengan tugas “Sub Baglan Keuangan dan’j??

. f“Perlengkapan ‘serta’ menylapkan bahan bahan _dalam rangka;fi!‘
: "’..";pemecahan masalah S N : SRS

e Vmengusulkan kepada Sekretarls tentang penun_]ukan bendaharaf'jf;:.».f'v e
SR pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran penylmpan~‘ SRR
»barang, pengurus barang dan p(,mbantu pengurus barang;- :

’»«»},i‘.f[melakukan pengawasan pengendahan “dan mengevaluasrf‘?x_;_‘if__}
- terhadap- klner_]a bendahara pengeluaran pembantu bendahara" S
: -'pengeluaran penylmpan barang, pengurus barang dan pembantu
‘ pengurus barang, : & : LA .
. 'menghlmpun dan memper31apkan bahan dan data untuk _
'penyusunan rencana kebutuhan barang, L
. bmelakukan pengawasan telhadap 1nventarls barang serta’ '

' membuat Kartu. Inventarls Balang (KIB) dan membuat Kartu o
S Inventarls Ruangan (KIR), e R LR




‘melak'sa'nakan R péngélolaan , admmxstram keuanganv f yang

mencakup administrasi -gaji- pegawa1 “insentif tenaga kerja

sukarela PNS, melakukan usulan keneukan gaji berkala serta . .
melakukan pembukuan o membuat Laporan Pertanggung 3 ff‘l:

'_;Jawaban (LPJ) keuapgan evalua31 dan laporan keglatan’ i

) keuangan dlnas

' pertanggung]awaban, dan g

vmengatur perlengkapan kantor penataaan dan pengamanan'
. aset, tlndaklanjut LHP gant1 rugi serta - proses adrmmstrasx
: perjalanan dmas pegawa1 sesual petunjuk atasan s ’

) membenkan saran dan pertxmbangan kepada Sekretans sebagal
i bahan masukan untuk penentuan kebljakan leb1h lanJut e

membuat laporan hasﬂ pelaksanakan tugas Sub Baglan

Keuangan - dan- Perlengkapan . sebagai - bahan

) ;"melaksanakan tugasn ‘laln yang dlberlkan oleh Sekretans baik

;"f_‘?;"secara tertulis maup'un lisan sesuai dengan bidang tugasnya
: 7‘da1am rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretanat 3

_ : Baglan Ketlga _
BIDAN UANGGARAN

‘ Pasal 9

(1) Bldang Anggaran mempunyal tugas memlmpln merencanakan,
penyusunan,‘ melaksanakan, mengkoordlmr , mengevaluas1 dan
mengendahkan fung81 dlbldang anggaran . :

(2) Bldangk ,L"~‘;Anggaran dalam : menjalankan tugas dan keWajibaﬁ‘:' vt
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung31 ‘

a.

Lperumusan ‘ prosedur penYL'ISunan . rancangan APBD dan o -
rancangan perubahan APBD EE - o

"‘penyusunan pedoman dan petunjuk teknis - p‘enyusunan‘i'"] e

, pengendahan penyusu‘nan 'ulggaran dan

.. penyelenggaraan fungs1 lam “sesuai | dengan : 'fu’ngsi‘nyé'".v S
.‘berdasarkan peraturan perundang undangan ‘ s S

(3) Susunan Orgamsa31 Bldang Anggaran : térdm dar1

b - Sub Bidang Angggaran II dan

Sub Bldang Anggaran I;

Sub Bldang Anggaran L.
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" Pasal 10

(1) Sub Bldang Anggaran I mempunyai tugas : élaksanakan
“perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
~ standar, prosedur kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ‘dibidang
anggaran I sesual dengan peraturan perundang—undangan

"~ (2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

a.

rnenylapkan " bahan - penyusunan- kebljakan perencanaan
anggaran daerah pada Dmas Daerah L

menylapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan

. belanja daerah pada Dinas Daerah

. :melaksanakan verifikasi RKA/ RKPA- SKPD dan DPA/ DPA-SKPD ‘
, pada Dmas Daerah, :

. menyxapkan bahan pengesahan DPA/ DPA SKPD pada Dmas
i Daerah' : . ,

'menylapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok jbg i
‘keglatan /standar blaya tahun berkenaan, G ; EEI :

f'menyusun program keglatan per tahun anggaran ‘Sub Bldang'i;v'
- Anggaran I. berdasarkan tugas, fung81 dan renstra sebagal[f
: pedoman dalam pelaksanaan keglatan, LSt e : :

“'mengonsep naskah dmas sesual tugas Sub bldang Anggaran I  Q‘
berdasarkan dlSpOSlSl atasan agar tersed1a konsep naskah;,
: 'dmas yang dlbutuhkan, S ~ : o

melakukan pengawasan dan evaluas1 kégiataﬁ pada.Sub bidang ey

_ Anggaran I;

" Imenylapkan  bahan “dan data serta menyusun " dan S
* menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bldang b

Anggaran I;

melaporkan hasil pelaksaaan tugas dan keglatan kepada Kepala

Bidang - ‘Anggaran = secara .- perlodlk sebaga1 : bahan i
g pertanggung]awaban, dan ' :

'melaksanakan tugas lain sesua1 dengan ‘tugasnya berdasarkan STk
' peraturan perundang-undangan TR :




| e

o % (1) Sﬁb ‘Bid‘aningn‘ggé'rah;II f»r’iemplvinyaift’ugés’i-mélaks.ahakan perﬁmusén |
- dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, - evaluasi, dan pelaporan dibidang anggaran II sesuai
~ dengan peraturan perundang-undangan. | g : '

| ‘-_(Q) ~Uraiaii ’I‘ugas "tersvebutA'p:ai'da: ayat (1) sebagai b‘eri‘lfu:t:

; "-"a. meriyieipka{n bahan penyusunanpedoman dan petunjuk teknis

 penyusunan anggaran dan pendapatan dan_belahja daerah tahun
~ anggaran berkenaan; SR I |

'

b. rrienyiaﬁkah bahan penyuSunan kebijakah pérencanaan anggaran - - ;

. daerah pada Inspektorat,” Badan, RSUD dan Satuan ' Polisi
. Pamong Praja; - S o RO

c. ﬂmle‘nyiépka'n ‘bahan penyusunan rancangan pendapatan ‘dan

K bclanja‘daerah’pada Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi

. Pamong Praja; -~ " SRR R - .

' d. melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD

- padai Inspektorat, Badan, RSUD, dan Satuan Polisi Pamong Praja; o

e menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD . pada ' - =

- Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;*
: f menylapkan bahan pehyusuhéri’ 'anggaréh'pe'mbiéyaan daerah;
g mér‘rlyus,iirf_; progréirh ‘kegiatail: per tahun anggaran ; Sub Bidang
- Anggaran I ‘berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
~  pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; TRERET R
" h. mengonsep naSkéh “dinas sesuai bidang ' tugas Sub Bidang =
.. " Anggaran II berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
" naskah dinas yang dibutuhkan; - SRRt

S bahan'_penyémpurhaannYa; _
g ~m¢lbép:c'>br.kah‘haks:il pelkal'{‘sanaa'ri"'trujgas dan kegiatan kepada Bidang ,
B Anggaran-'s‘cc‘ara‘ periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; -

. dan e . o
k. melaksanakan “"t'ug'e_ié lain sesuiai dengan >t-u'g'asnbyab berdasarkan -
peratura'nfpemndang—undangan;~,‘ e T LIV g

i mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bidang -
AngggranfII:~'bcrdasarkan ‘capaian pelaksanaan kegiatan 'sebagai "



(1) Sub Bldang Anggaran m ‘r'nérnpunyéﬁ tugas 'melaksanakan"‘.:" :

(2)
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perumusan: dan. pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur,dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan -
supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan dlbldang
anggaran 111 sesuai dengan peraturan perundang—undangan

Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

a. mcnylapkan bahan penyusunan kebuakan perencanaan anggaran

daerah pada Sektretariat Daerah Sekretanat DPRD dan'
Kecamatan :

 b. Imenylapkan bahan penyusunan rancangan ~ pendapatan dan

R E;‘-‘v;ﬁi‘menylapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok,{i*: e
i 'lf_,;",keglatan/ standar blaya tahun berkenaan, ;., Ce |

e kmenyusun program keglatan per tahun anggaran Sub Bldang e

“.belanja daerah pada Sektretarlat Daerah, ‘Sekretariat DPRD dan.
- Kecamatan,; ‘ : :

C. melaksanakan Ver1v1kas1 RKA/ RKPA-SKPD dan DPA/ DPPA—SKPD R

“'pada Sektretanat Daerah Sekretarlat DPRD dan Kecamatan, _

o d.*‘,rnenylapkan : bahan " pengesahan | DPA/DPPA-SKPD pada

L .Sektretarlat Daerah Sekretarlat DPRD dan Kecamatan

- ‘Anggaran 1l bedasarkan tugas, fung51 dan renstra sebaga1
pedoman dalam pelaksanaan keglatan ‘ :

g.-ﬁ imengonsep naskah dinas sesuai bldang tugas Sub Bidang il

Anggaran HI berdasarkan disposisi atasan agar tersedla konsep._ S

' “‘naskah dlnas yang dlbutuhkan |

~ h. r""ymenylapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampmkan :
e laporan pelaksanaan tugas Subbldang Anggaran III; ' L

1 g melaporkan has11 pelaksanaan tugas dan keglatan kepada Kepala':‘{ B
 Bidang Anggaran secara perlodlk - sebagaJ ' bahan = °

pertanggung] awaban dan

j- 4melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkank

~ peraturan perundang- -undangan.

Baglan Keempat

BIDANG PERBENDAHARAAN s




e

(2)

"v4139,‘”
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Bldang n Perbéri'daharaari o mempunyal . tugas memimpin, "
- merencanakan, penyusunan melaksanakan ‘mengkoordinir,

mengevaluasx dan mengendahkan fung51 dlbldang perbendaharaan

Bldang Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan kewa_]lban,

oh sebagalmana d1maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs1 5 [

i é. ‘-‘perumusan kebl_]akan_ tekms 7 dlbldang " penerimaan dan o

: pengeluaran kas, ,

b 'pelaksanaan pembukuan dan admlnlstra31 penenmaan dan

- 'pengeluaran daerah yang berupa kas dan ‘yang setara kas;

: . c pelaksanaan “dan pegendahan penerlmaan penylmpanan dan

' kpembayaran atas beban rekemng kas umum daerah

' d bpengelolaan utang dan plutang daerah

: v.: e 'penyusunan pctun_]uk tekms dan pembmaan - admlnlstrasl'y:i- :
-2 keuangan yang. berkaltan dengan 5 ener
kas dan’ oo e s :

f;_ ::;'penyelenggaraan ~ fungSI : laln sesua1 L dengan fu‘n“gsinj(a’?-"'
. berdasarkan peraturan perundang undangan FRRERA S

Susunan orgarusam Bldang Perbendaharaan terd1r1 dar1

' ‘: a. Sub Bxdang Penerlmaan Kas Daerah

:Sub 3 B1dang

b Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah dan
Sub Bldang Mana_]emen Kas Daerah '

Pasal 14 f

- teknis supervisi, “serta pemantauan evalua31 dan pelaporan dlbldang o

i ._“penerlmaan kas daerah sesua1 dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan

(2)

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

o ,e{."_f_menelltl dokumen atau buku penerlmaan uang daerah dan‘*j“'f e
fa penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekenmg kas: o
RReT _“‘umum daerah :

1rnaan dan pengeluaran

‘ v Penenmaan | has Daerah mempunya1 tugas'f ‘»f{f -
e melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebljakan penyusunan] AN
' norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan - :




e rea—
e 'menylapkan Surat Penyedlaan Dana (SPD) untuk pengendahanj:,‘i
L pelaksanaan anggaran kas, { R ; Ha

- d. ;mene11t1 dan memberlkan pembebanan rincian Penggunaan atas ,“.
o pengesahan SPJ Gap : B -

e ‘melaksanakan pengadmmlstl a31ar1 pemungutan dan pemotongan”“'v::*
' pungutan plhak ketlga, a . : e

: ‘ar"fT : menehtl kelengkapan dokumen dan penerbltan surat keterangan' '
: pemberhentlan pembayaran : : : . -

P g ‘melaksanakan pembukuan dan pcngadmlnlstra31an penenmaan" o
- dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas :
“ dalam bentuk buLu kas ' : -

~ h. memerlksa menganahsls dan mengevalua51 pertanggung]awaban o
S pendapatan/ penerlmaan kas; - S e

oas 'menyusun dan penyedlaan laporan penenmaan dan pengeluaran o
"sikas,*»«\_ : pe : R

: ] ‘_“melaksanakan rekon3111as1 data penerlmaan kas dengan 1nstan51 s
‘ terkalt dalam rangka penyusunan pos1s1 kas, ‘ : i
ok 'melaksanakan ana1151s pemberdayaan dan pencnmpatan uang :

'k.;_ﬁ'fi-f’,daerah melalm 1nvesta51 :‘.gangka pendek dalam rangka-;«. g
o penenmaan daerah R : SRR

i l . melaksanakan pengelolaan utang dan plutang daerah

L3 .

im. _menyusun dan menyedlakan laporan ahran kas secara prlodlk

n lmenyusun' program keglatan per tahun anggaran Sub Bldang
- Penerimaan Kas Daerah berdasarkan tugas fung31 dan renstra" g
- 'sebagal pedoman dan pelaksanaan keglatan RO

\ "'_'“"mengonsep naskah dmas berdasarkanq dlSpOSlSl atasan agarfﬁli"
tersed1a konsep naskah dmas yang d1butuhkan, f O

: p enylapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampalkan | »
o laporan pelaksanaan tugas Sub Bldang Penerlmaan Kas Daerah e

melaporkan has1 pelaksanaan i'tugas dan keglatan kepada kepala'j‘,
. Bidang - Perbendaharaan secara . prlodlk sebagai bahan* o
‘ pertanggung]awaban, dan : '

o melaksanakan tugas lalnnya “sesuai | den‘gan ' tugasnya o
”'berdasarkan peraturan perundang undangan ‘ B BN il




( 1) Sub Bldang Pengeluaran Kas Daerah : mempunya1 'tugas L

- ) - 15,_
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7 - melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebljakan penyusunan .
“norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

dibidang pengeluaran kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan : :

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagaJ berlkut

A

' melaksanakan reglster atas Surat Perlntah Membayar (SPM) dan f
- Surat Permtah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD;

melaksanakan pengendahan atas pagu anggaran dan menelm.
dokumen 'SPM; : . :

"melaksanakan proses penerbltan SP2D dan daftar pengantar
: ‘SP2D : \ : ;

‘menehtl dan memberlkan pembebanan nnc1an penggunaan atas f
pengesahan SPJ non gajl . , SR .

fv'melaksanakan rekonsﬂlasx pengeluaran kas berdasarkan SP2D,] e
5 dengan SKPD. dan 1nstan31 terkalt dalam rangka pengendallanl', Sl
menyusun dan membuat laporan reahsam pengeluaran kas E

berdasarkan SP2D

_'“melaksanakan koordma31 dengan lembaga dan 1nstan51 terkalt{
- serta melakukan pembmaan perbendaharaan terhadap SKPD '

'menyusun program keglatan per tahun anggaran Sub Bldang DR
’Pengeluaran Kas Daerah berdasarkan tugas, fung51 dan renstra =
i sebagal pedoman dalam pelaksanaan keglatan, ' e

. i‘;:' mengonsep naskah dlnas sesual bldang tugas Sub Bldang g
" Pengeluaran Kas: Daerah berdasarkan disposisi stasan agar"'

| . | tersedla konsep naskah dmas yang dlbutuhkan R

"vf'ﬂmenylapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampalkan" i
laporan pelakanaan tugas Sub Bldang Pengeluaran Kas Daerah; '

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan keglatan kepada Kepala
Bidang ‘Perbendaharaan . secara perlodlk _ sebagal bahan :

‘pertanggung]awaban dan

,f'melaksanakan tugas lam sesuai dengan tugasnya berdasarkan"“ o

el ‘peraturan perundang-undangan




(1) Sub Bldang Mana_]emen Kas Daerah mempunyal tugas melaksanakan"g o L
- perumusan - dan pelaksanaan kebijakan, ~ penyusunan norma, e
‘standar, prosedur dan kriteria, dan pembenan bimbingan teknisdan =

- supervisi, - serta pemantauan, evalua31 ‘dan  pelaporan dlbldangf

“manajemen kas daerah s¢sua1 dengan ketentuan peraturan TR

. perundang-undangan

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a. menerlma memerlksa dan menehtl Surat Pertanggung]awaban,‘,

- _" '(SPJ) fungsmnal dar1 bendahara pengeluaran seluruh SKPD

“b. merekap dan mencatat Surat Pertanggung]awaban (SPJ),

- ﬁ‘ c menerlma dan memerlksa SPJ fungsmnal dari bendahara : -

‘ pengeluaran seluruh SKPD

i nal penerlmaan dan seluruh SKPD

G : endahara penenmaan L
B dan pengeluaran L

. “ f menyusun petunjuk tekms penatausahaan SPBD

S ‘sebagal pedoman dalam pelaksanaan keglatan, '

‘menyusun program keglatan per tahun anggaran ‘Sub B1dang o
- Pengeluaran Kas Daerah Berdasarkan tugas fung81 dan renstra;;.‘j

h mengonsep naskah dmas sesuai’ bldang tugas .Sub Bldang"ﬁvfr?,"»f””-;» “

i :,‘;»"E‘Pengeluaran 'Kas  Daerah berdasarkan dlSpOSlSl atasan agarj;
g 4tersed1a konsep naskah dmas yang dlbutuhkan i

g h menylapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampalkan' S

o laporan pelaksanaan tugas Sub Bldang Pengeluaran Kas Daerah =

] melaporkan hasﬂ pelasanaan tugas dan keglatan kepada Kepala
" Bidang- Perbendaharaan Dae1ah secara prlodlk sebaga1 bahan Sy

: ':m’ pertanggung]awaban dan o

.'f“~melaksanakan tugas lam ‘sesuai denga }.v,tuga'srl-ya berdas_arkarrfji“'

S "peraturan pel undang—undangan

L Baglan Kehma

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN




-17-
Pasal '17 |
(1) Bidang Akuntan51 dan Pelaporan mempunyal tugas memunpm o
merencanakan,  penyusunan, - melaksanakan, mengkoordinir,

mengevaluasi, dan mengendahkan fung51 dibidang akuntansx dan
pelaporan .

(2) Bldang Akuntan51 dan Pelaporan dalam men_]alankan tugas dan e
o kewajlban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
fungs1 S ‘

a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah

b penyusunan kebl_]akan fakuntan31 ‘dan pedoman teknis
penatausahaan L

1 cv.“ pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemermtah daerahf S
. dan pertanggunglawaban pelaksanaan APBD; SN

- d. pelaksanaan pemblnaan s tekms . penatausahaan,
o pertanggung]awaban dan laporan keuangan daerah dan . :

" S el penyelenggaraan fungs1 ' lam ~sesuai | dengan ' fungsmya
o berdasarkan peraturan perundang—undangan e b

(3) Susunan Bldang Akuntan31 dan Pelaporan terdlrl darl : o

o a Sub Bldang Akuntans1 I R
~ b. Sub Bldang Akuntansi II; dan
~c. Sub Bxdang Akuntan51 Hr.

» Pasal 18

(1) Sub Bldang Akuntan51 1 mempunya1 tugas mclaksanakan perumusan Lo
~dan pelaksanaan kebuakan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan’ ‘pemberian blmblngan teknis ‘dan supervisi, serta’f:r_,.
pemantauan, evaluam ‘dan - pelaporan’ dlbldang akuntan31 I sesual‘j‘ T
dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan o

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

a 'meny1apkan bahan Penyusunan petunJuk tekms penatausahaan o :
P Ikeuangan daerah ;

B b ' melakukan evaluas1 laporan pertanggun-awaban fungs1onal pada““
| ADmas Daerah Co

‘ c. melaksanakan " rekonsiliasi  laporan pertanggungjawaban
‘ fungsional pada Dinas Daerah; L : '



: d. menylapkan bahan penyusunan laporan pertan g]awaban‘, e
APBD pada Dma% Daerah St e | gg’un ‘

e melaksanakan rekons111a31 Iaporan keuangan pada Dmas Daerah SR
1 fmenylapkan bahan penyusunan ncraca, ,

g : 'melaksanakan pemblnaan tekms 'penatausahaan keuangan B
. 8 daerah : : - : : :

'h.y’rv‘menylapkan ' bahan pemberlan permgatan/ teguran " ‘atas
',keterlambatan penyampalan laporan : pertanggung Jawaban_ :
fungsmnal R i

: 1 : ;[menylapkan bahéﬁ penyelesalan f permasalahan Tuntutan :
S Perbendaharaan dan 'I‘untutan Gantl Rug1 (TP’I‘GR) keuangan dan‘
- ffbarang m111k Daerah e RO

' ] 'menyusun program keglatan per tahun anggaran Sub Bldang
~Akuntansi 1 berdasarkan tugas, fung31 dan renstra sebagal »
'-"ji-*'ﬂpedoman dalam pelaksanaan keglatan, i ‘ : :

k mengonsep naskah dmas ‘sesuai’ bldang tugas Sub Bldang L
o ’Akuntan31 I berdasarkan dlSpOSlSl atasan agar tersedla konsep‘
i naskah dmas yang d1butuhkan , ~ :

».,melaporkan hasﬂ pelaksanaan tugas dan keglatan kepada Kepala:‘ :
\Bldang Akuntansi dan Pelaporan secara perlodlk sebagaJ bahan‘!
<%i“;‘;’pertanggung]awaban, dan e : R

i rjh.f’lmelaksanakan tugas 1a1n Sesual dengan tugasnya befdasarkanf.fv.»‘ ‘
’ «?“;peraturan perundang—undangan : : .
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(1)Sub Bldang Akuntanm II‘ empunyal tugas melaksanakan e
R e ],“perumusan dan - pelaksanaan kebljakan, pcnyusunan “porma, .
Faratite A standar, prosedur, “dan kriteria, pemberlan blmblngan teknis dan . .
S ‘ - supervisi, . serta pemantauan _evaluasi, dan pelaporan dibidang =
- akuntansi I sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—'f

' 'undangan SR , : : : :

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagau benkut

o a menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknls penatausahaén“ L
L keuangan daerah;- S , o

P

o _':f'b".i ; melakukan evalua81 laporan pertanggung]awaban fungsmnal pada
e Inspektorat Badan RSUD dan Satuan POllSI Pamong Pra_]a, >




L »laporan keuangan seluruh SKPD

- ’:?;BUMD

s melaksanak”i ]

. melaksanakan rekon3111a51 laporan 5 pcrtanggun.'aﬁabah", L
_‘J;fungsmnal pada Inspektorat Badan, RSUD dan Satuan Pohs1_
;fPamong Praja S SR 2 A

. menylapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban -

"APBD pada Inspektorat Badan,. RSUD dan Satuan Polisi Pamong . - e
S PraJa, SRS , o ; , ‘

| melaksanakan rekonsxham laporan keuangan pada Inspekto'r'at,’”;

: Badan, RSUD dan Satuan Pohsl Pamong Praja, -

. ,melaksanakan konsohda31 laporan reahsa31 anggaran , laporan L
- operasmnal neraca, laporan, perubahan ekultas dan catatan atas e

o laksanakan konsohdam/ rekon5111a31 laporan keuangan dengan_‘ : ;
BUMD : : : '

melaksanakan konsohdas1 / rekons111a81 laporan kauangan dengan'

f'menylapkan bahan penyusunan laporan i reahsam anggaran,

~ laporan perubahan ‘saldo anggaran lebih,’ ‘laporan operasional, -

laporan arus kas, laporan perubahan eku1tas dan catatan atas
‘{Qlaporan keuangan daerah S e - : S

daerah

';"‘pemblnaan teknls penyusunan laporan keuangan’ G

\ ‘melaksa.nakan pengelolaan pernyataan modal pemermtah daerah; ff"; B

i enyusun program keglatan per tahun anggran ‘Sub’ Bldangf:ffj,‘
- Skuntansi. I berdasarkan = tugas, fung51 dan renstra sebagal{

o pedoman dalam pelaksanaan keglatan, 5

m. mengonsep naskah “dinas sesuai bldang tugas Sub Bldang’ f,. ’
- Akuntansi: e berdasarkan dlspos1s1 atasan agar tersedla konsep,'l Ry

L naskah dlnas yang dlbutuhkan

| ".‘f;‘\‘melaporkan haml pelaksanaan tugas dan keglatan kepéda Kepéiéi: ?l?'j

- - Bidang ‘Akuntansi dan Pelaporan secara perlodlk sebagal bahani S0
L _“‘"‘["pertanggunglawaban dan _ , [IRR R

, ‘f‘melaksanakan tugas lam sesual dengan tugasnya berdasarkan{ N
S peraturan perundang undangan S L FRREER N e IR




0.

Pasal 20

(1) Sub Bidang‘- Akuntansi I mémpunyai* tugas melaksanakan
' perumusan dan pelaksanaan : kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

‘supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang. -

Hakuntansi' III" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.. ', o [ |

N (2) Uraian Tugaé _tersebut'pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

meﬁyiépkan bahan‘ipéflyusunan fk‘ebrij’aka'lvn‘ akutansi pemerintah

- daerah;

melakukaﬁ evaluasi lépdrari» pertahgglihgiawaban fungsional pada '~
Sekretariat DPRD, Bagian yang berhubungan Sekretariat Daerah - '
daniKecainat’an; ' L T

melaksanakan frek()‘r'i‘siliasi_ki laporan - pertanggimgiawaban g
fungsional pada Sekretariat DPRD, Bagian yang berhubungan e

~ Sekretariat Daerah dan Kecamatan; =~ -

. inenyiapkan bahan penyusunan Laporan. Pertanggungjawaban

 APBD - pada - Sekretariat - DPRD, " Bagian ~ yang ~ berhubungan
~Sekretariat Daerah dan Kecamatan; =~ ST e o

" melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Seketariat ' S

 DPRD,Bagian " yang  berhubungan =~ Sekretariat - Daerah ' dan

Kecematan,; BN : L e S

menyiapkan bahan penyusunan neraca;

. ‘melaksanakan pémbinaan ‘tekni's‘ penataausahaan keuangan
~ daerah; Sl S T TR AR N o
‘rvnéyhy'iapkani bahan petnbcrian" - ‘peringatan/teguran atas
- keterlambatan  penyampaian = laporan = pertanggungjawaban .

“fungsional; L o T SR T T T e

* menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan - Tantutan

' Perbendaharaan da"r‘rk’ltuntqtan,(}ant’i Rugi (TPTGR) keuangan dan . .

menyusun ‘progi"ar:rl’ ‘li;egiat(a'n per tahun anggaran Sub Bid‘ang :
" Akuntansi II berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai -
' pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; S :

-' ”‘meﬁgﬁnSép"» naskah‘ dinas_‘ 'ses_uai"f bidang tugas Sub Bidang >
- Akuntansi II berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep -

naskah dinas yang dibutuhkan;




1 ' melaporkan hasﬂ pelaksanaan tugas dan keglatan kepada Kepala :
Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara perlodlk sebagal bahan o
pertanggung]awaban, dan ‘

Cmy melaksanakan tugas lam sesuai- dengan tugasnya berdasarkan

peraturan perundang—undangan

e Baglan Keenéﬁn |
’ BIDANG ASET
 pasal2l

(1) Bldang Aset b rﬁérﬁpunyal - tugas : meml;ﬁpln ‘merencanakan, X

_ penyusunarn,. melaksanakan mengkoordmlr mengevalua31 dan o
mengendahkan fung31 dlbldang aset*” ol . AR .

(2) B1dang Aset dalam'menjalankan tugas dan kewajlban sebagalmana S

dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung51

 : a.'_ penyusunan rencana kebutuhan dan pemehharaan barang m111k o
L daerah ' ' : : : ’

b penyelenggaraan penatausahévéri‘:it'(iié:iil"p¢hghapﬁsan 'bai'arig'miiik By

g s ‘daerah

'ii:c; vpenyelenggaraani pemanfaatan | pemlndah tanganan

“pengamanaan dan pengendahan barang mlhk daerah

" d penyelenggaraan penylmpanan, penyaluran, perawatan’ dan ‘
' _pemehharaan barang m111k daerah dan o Lo

e. penyelenggaraan fung31 lam sesuai - dengan  fungsinya

s vberdasarkan peraturan perundang—undangan o

Bldang Aset terd1r1 dan

i njf' a Sub Bldang Anahsa Kebutuhan da Pcrencanaan Pemehharaan,

'b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemehharaan Aset; dan o
C. Sub Bldang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

Pasal 22

(1) Sub Bldang {Anahsa Kebutuhan dan Perencanaan Pemehharaan o
 mempunyai * tugas. melaksanakan perumusan dan - pelaksanaan e

- kebijakan, penyusunan . norma, standar,, prosedur dan kriteria,

pembenan blmblngan teknis - dan superv151 serta pemantauan, S
~ evaluasi, -‘dan _pelaporan “dibidang analisa kebutuhan dan: - .
perencanaan pemellharaan sesual dengan ketentuan peraturan IR

perundang—undangan SRR




v_.22’_"

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a. menylapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Ba_rangf\f E
- Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemehharaan
. Barang Milik Daerah (RKPBMD) '

b.. menylapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Mlllk
~_ Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
,Mlhk Daerah (DKPBMD);

C. menylapkan bahan penyusunan anallsls standar harga barang;

d. :menyusun program keglatan per tahun ‘anggaran Sub Bldang"'
~ Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Pemerliharaan berdasarkan
tugas, fung31 dan renstra sebagal pedoman dalam pelaksanaan

‘ keglatan

e mengonsep naskah dlnas sesuai bldang tugas Sub Bldang Anallsa
‘Kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan berdasarkan disposisi
‘ atasan agar tersedla konsep naskah dinas yang chbutuhkan,

. :f’if. 'melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan keglatan kepada Kepala"
St Bldang Aset secara perlodlk sebaga1 bahan pertanggung]awaban, o

'f{’gﬂ_"jmelaksanakan tugas lain sesual dengan tugasnya berdasarkanf”j',

[ _{.' 'peraturan perun dang undangan

Pasal 23

(1) Sub Bldang Pengamanan dan Pemellharaan Aset mempunyal tugas

" melaksanakan perumusan ‘dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan . =’

‘norma, standar prosedur, dan kriteria, pemberlan bimbingan teknis

: ~_"dan superv131 serta pemantauan, evalua31 dan pelaporan dibidang - ' 1  ‘
- pengamanan dan pemehharaan aset sesum dengan ketentua_n' e

ghisn peraturan perundang—undangan
b (2) | Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

A \"melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Organlsa51
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkahs

b melakukan pengawasan dan pengendahan aset pemermtah daerah
e c : melakukan penylmpanan dan penyaluran barang milik daerah
d. 'mengadakan perawatan dan pemehharaan barang 1nventans

:,"’é‘.‘f{?‘yrmelakukan B peneruban penggunaan  pemanfaatan = dan
pemlndahtanganan barang m111k daerah el SRR




‘ tugas melaksanakan - perumusan © dan pelaksanaan " kebijakan, '

R

menyusun - program kegiatarifff‘:‘I’);é;r‘;itavh'un‘:‘,“ anggaran Sub Bidang

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset berdasarkan tugas, fungsi dan
renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; o ,

meng(:)nsé‘p‘b haskah . dinas sesuai bidang tugas Sub’ Bidang

- Pengamanan dan ;Pemelihai‘aan Aset berdasarkan disposisi atasan o
_agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; o

melaporkanhasﬂpelaksanaantugasdan iké“g'iat'a‘ﬁ ke‘pac_l‘av Kepalia'.y
Bidang Aset ‘Vsecata'priodik sebagai bahan penanggungjawaban; dan

» melaksanakan ,:Vtug’as lain sesuai 'déng:an : tugasnya ‘berdasarkan

peraturan perundang-undangan. o

Pasa124 : B
atausahaaan dan Penghapusan Asct mempunyai

' penyusunan . norma, ‘standar, prosedur, ‘dan’ kriteria, - pemberian

‘bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan St

: ‘pelaporan dibidang penatausahaan dan penghapusan aset sesuai

Clal

b,
~ daerah; ..

. mengonsep na sesuai bida ; :
' Penatausahaan dan Pengahapusan Aset berdasarkan disposisi -

" melaksanakan t

. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
' (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: *

" melakukan penatausahaan barang milik dacrah;

menyusun program dan memproses penghapusan barang milik

‘menyusun ‘program kegiatan per tahun ‘anggaran Sub Bidang =
Penatausahaan dan Penghapusan Aset berdasarkan tugas, fungsi

- dan ren:stra::‘s,ébaigai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

naskah dlnassesual bldang tugas Su'b"‘ Bidang

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; . =

. ‘mclapquaf;_haSil: pelaksanaan t‘u‘ga's dan kegiatair_l_ ke'padé-Kepala o 3
. Bidang Aset secara priodik sebagai bahan pertanggungjawaban; .

~ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

‘melaksanak: \gas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan =
©peraturan perundang-undangan.. o




- (1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdlrl dan sejumlah tenaga dalam

: ]en_]ang Jabatan F ungsmnal sesual dengan bldang keahliannya.

e (2) Kelompok Jabatan Pungsxonal dlplmpll’l oleh seorang tenaga:'l'
. fungsional  senior yang berada dlbawah dan bertamggung]awabgi

kepada Kepala

(3) Jumlah Jabatan Fungsmnal dltenmkan berdasarkan sifat, Jems dan S

beban ker_]a

Ay (4) Pembmaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesual dengan e
peraturan perundang undangan yang berlaku : Do

L :BABVI -
: ESELONERING

Pasal 26

’ '3v“’_'Jabatan Eselonermg pada Badan Pengeldl‘é{é;rf}'iKiéuahganf dan Aé‘_e‘kt; .
?_Daerah terdmdan \ U TR e R e e,

a. Kepala adalah ~1.'::1batan esolon I / b

p ., b Sekretarxs adalah Jabatan eselon Ill/a, : e

c. Kepala Bldang pada Badan Pengelolaan Keuangan;dan Aset Daérah_. ,’,‘ ] :l

;,.;}[adalah Jabatan eselon III/ b dan

S T

d ,Kepala Sub Baglan dan"“Kepala Sub Bldang pada Badan Pengelolaan‘f;;; i
Keuangan dan Aset Daerah adalah Jabatan eselon IV /a o ‘

BAB VII '
TAT A KERJA

Pasal 27

‘(1) ‘Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretans, Kepala Bldang,‘,‘,f-_i»

jfsmkromsa& secara vertlkal dan horlzontal

-+ Kepala ‘Sub Bagian, Kepala: Sub Bldang ‘dan Kelompok Jabatan
Fungsmnal Wa_]lb melaksanakan pr1n51p koordmam : 1ntegra51 dan -

L (2) Setiap - lepman Satuan Olgamsasn dlllngkungan Badan,”";_

" bertanggungjawab memlmpm ‘dan- mengkoordmasxkan bawahan -

o pelaksanaan tugas bawahan. -

" "masing-masing. dan’  memberikan - blmbmgan serta petunjuk bagl" o

R 'l(SJ)ijetlap lepman Satuan Orgamsam dlhngkungan Badan, wajlb' SRy

"-f‘mematuhl petunjuk—petunjuk dan bertanggun.awab kepada atasan

masmg-masmg serta menyampeukan laporan tepat pada waktunya. i




e

. BaBVml

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
. Pasal2s e

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang. ‘memen'uhi syarat sesuai dengan peraturan
» perundang—undangan yang berlaku. . : : :

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,
dan Kepala Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh:

Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

' .‘(3)A‘Pengangkata1'_1 Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
_Kepala Sub Bidang dan ~Jabatan- . . Fungsional, . perlu = |
diperhatikan persyaratan umum kepangkatan  serta = kecakapan

dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

. BABIX
'~ PEMBIAYAAN

x Pasai 29

Sumber-sumber Pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah -
- Pusat dan bantuan ‘dari lembaga lain 'yang sah di luar Pemerintah . *
" Daerah  dengan persetujuan ' Bupati sesuai ' dengan ‘peraturan

n pemhdahgfﬁndéﬁgar; yangberlaku.

. _BABX SeT
© . KETENTUAN PERALIHAN = -

} ,b ‘ ‘Pa's‘alk 30‘:

" Pada saat Pératurml_ Bupati ini dinjrétakén'beflaku, Pejabat yang

A,
Am e
v

‘lama  tetap =~ melaksanakan  tugas dan - fungsinya = sampai -

B fl{“dilari,tti‘l;k\aﬁnyei( pejabat yang baru. .o

| Pésal?)i“, .

"'kDé/ngan’ berlé,lmnya Pératura‘rrl’ Bﬁpati | irii, 'i”na‘ka segalé ketentuah e
yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan

: Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016
BUPATI BENGKALIS,

(""’4/”’/’-

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SEKR IS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS
(

“ ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 61
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